BAB II
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) BANDUNG I

2.1.  Sejarah Singkat KP2LN Bandung I

Diawal lahirnya Negeri tercinta ini, guna pengamanan keuangan negara Pemerintah membentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat KSAD No. KPTS/peperpu/0421/1958. Panitia tersebut berdasarkan UU No. 49/prp/1960 kemudian berubah menjadi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang memiliki salah satu tugas untuk menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif terutama terhadap penanggung hutang yang secara terang-terangan merugikan Negara.

Pelaksanaan putusan yang merupakan kewenangan PUPN dilakukan oleh suatu Badan yang berada di bawah Menteri Keuangan RI, telah mengalami perkembangan dari Badan Urusan Piutang Negara (PUPN), Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), dan terakhir Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang secara nyata membutuhkan kesederhanaan dalam prosedur dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka pelayanan lelang yang semula merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak di alihkan ke BUPLN. Penggabungan fungsi lelang ini di perlukan mengingat lelang merupakan upaya terakhir dalam Pengurusan Piutang Negara (PPN), yang harus dilakukan oleh kantor operasional dengan tujuan agar tugas PPN lebih efisien dan efektif maka dibentuk dua jenis kantor pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan serta Kantor Lelang Negara (KLN) untuk pengurusan piutang negara dan lelang di Wilayah Kota dan Kabupaten Bandung serta KLN Bandung.

Akibat adanya pengembangan dan peningkatan tugas dalam tubuh BUPLN, maka dari itu kedua kantor operasional tersebut digabung menjadi satu menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 445/KMK. 01/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Kanwil DJPLN dan KP2LN, Wilayah kerja KP3N Bandung di pecah menjadi KP2LN Bandung I, Bandung II, KP2LN Tasikmalaya, dan KP2LN Bekasi. Wilayah kerja KP2LN Bandung I adalah meliputi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung serta Kabupaten Sumedang.

 Khusus untuk Pengurusan Piutang Negara berasal dari :

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA.

2. PT. BANK NEGARA INDONESIA.

3. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR.

4.  BUMD

2.1.1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)   

            Bandung I

Visi KP2LN Bandung I :

Menjadi lembaga pemerintah terbaik dalam melakukan pengurusan      

  piutang dan lelang negara yang profesional, bertanggung jawab dan dibanggakan  masyarakat.

Misi KP2LN Bandung I :

1. Misi Fiskal, yaitu Mengamankan Keuangan Negara.
2. Misi Sosial Budaya, yaitu Meningkatkan kepatuhan/kesadaran para   

    pengguna jasa DJPLN yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya

    setempat.

3. Misi Kelembagaan, yaitu Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa 
    secara efektif dan efisien.   
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi KP2LN

Tugas Pokok KP2LN :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di  bidang pengurusan piutang dan lelang, baik yang berasal dari penyelenggaraan tugas Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maupun berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Fungsi KP2LN :

1.
Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengurusan piutang negara dan 

layanan lelang.

2. 
Pelaksanaan kebijakan di bidang pengurusan piutang negara dan layanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. 
Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengurusan piutang negara  dan layanan.  
2.1.3. Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai salah satu unsur penggerak suatu perusahaan atau instansi merupakan salah satu sumber utama keberhasilan pencapaian tujuan dari perusahaan atau instansi tersebut, menyadari hal tersebut maka dengan personil 50 orang KP2LN Bandung I berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan para personilnya.

Bermacam-macam cara yang ditempuh baik secara mandiri oleh masing-masing pegawai. Maupun secara institusional baik oleh kantor DJPLN, maupun oleh KP2LN Bandung I di antaranya secara mandiri pegawai KP2LN Bandung I berusaha untuk meningkatkan kemampuannya masing-masing di antaranya dengan mengikuti jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi tercatat 3 orang sedang menempuh Strata 2 (S2) dan 10 orang sedang menempuh jenjang Strata 1(S1).

Demikian pula secara aktif KP2LN Bandung I mengirimkan staf-stafnya untuk mengikuti berbagai seminar-seminar baik yang diadakan oleh kalangan Akademis, Profesional maupun pendidikan kedinasan di antaranya mengikut sertakan staf dalam seminar yang diadakan oleh berbagai Instansi mangenai Hak Tanggungan, Fidusia, Kepailitan, Money Loundring dan lain-lain.

2.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bandung I .



  

 

     

Sumber : KP2LN Bandung I
Gambar 2.1

Struktur Organisasi KP2LN Bandung I
Struktur adalah suatu proses dan bentuk tindakan yang saling membentuk dan mempengaruhi satu sama lain. Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai  tujuan yang telah ditetapkan.  Struktur organisasi adalah susunan 

komponen-lomponen (unit-unit kerja) dalam organisasi yang menunjukkan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara bagian-bagian, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi di KP2LN Bandung I, bahwa struktur yang ada berbentuk fungsional. Adapun kebaikan dan keburukan dari struktur fungsional yaitu :

· Kebaikan :

1. Dapat menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama.

2. Menciptakan efisiensi melalui spesialisasi.

3. Memusatkan keahlian organisasi.

4. Memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi.

· Keburukan :

1. Dapat menciptakan konflik antar fungsi-fungsi.

2. Menyebabkan kemacetan-kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan.

3. Memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan.

4. Hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya.

5. Menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang   

    inovatif. 

2.3. Deskripsi Jabatan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bandung I

Sesuai Keputusan Menteri No.445/KK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah DJPLN dan KP2LN, maka KP2LN Bandung I merupakan Kantor tipe A yang terdiri dari : 

1. Kepala Kantor

Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan /aktivitas kerja yang dilakukan di kantor (KP2LN)   

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum merupakan salah satu bagian dari KP2LN Bandung I yang melaksanakan tugas rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan di KP2LN Bandung I. Untuk itu penulis akan memperjelas tugas-tugas yag ada di Sub Bagian Umum secara garis besar, adapun tugas-tugasnya yaitu : 

1. Bagian tata usaha dan rumah tangga KP2LN mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan,   ekspedisi, kepustakaan , dokumentasi dan kearsipan.

b. Melakukan urusan perjalanan dinas, angkutan, dan urusan dalam.

c. Melakukan penyusunan laporan Pengeluaran KP2LN dan urusan gaji pegawai.

2.   Bagian kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan informasi dan pengembangan pegawai serta melakukan tata usaha kepegawaian, cuti, dokumentasi, data statistik, dan kesejahteraan pegawai.  

b.
Melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan, pemberhentian dan pension pegawai.

c.
Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan perumusan mengenai organisasi, tata usaha, pembakuan dan analisa jabatan. 

d.
Melakukan penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

3.  Bagian keuangan mempunyai fungsi :

a.
Melakukan penyusunan anggaran belanja rutin dan pembangunan.

b.
Melakukan urusan pembendaharaan anggaran belanja rutin dan pembangunan.

c.
melakukan urusan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran belanja rutin dan pembangunan.   

4.   Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

a.
Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan melaksanakan urusan pengadaan perlengkapan.

b.
Melakukan urusan penyimpanan, pemeliharaan dan distribusi perlengkapan.

c.
Melakukan urusan inventarisasi dan penghapusan perlengkapan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

3.   Seksi Piutang Negara




Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan urusan bahan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan dan pemberian keringanan hutang, pengusulan pencegahan, dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang Negara, serta penggalian potensi Piutang Negara. 

4.   Seksi PBJ


Seksi Pengelolaan Barang Jaminan (PBJ) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan harta kekayaan lain milik penanggung hutang atau penjamin hutang dan harta kekayaan lain milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

5.   Seksi I H


Seksi Informasi dan Hukum (IH) mempunyai tugas melakukan urusan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi piutang negara dan lelang, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

6.   Seksi Pelayanan Lelang 


Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, meliputi lelang eksekusi Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) yang diurus oleh KP2LN Bandung I lelang sitaan dari kejaksaan, kepolisian, Bea Cukai, lelang kayu jati dari Perhutani, Balai Lelang Swasta dan Lelang Sukarela, serta penyusunan minuta risalah lelang.

7.   Seksi DPL


Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang (DPL) mempunyai tugas melakukan Verifikasi risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan, grose risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).

8.   Kelompok Tenaga Fungsional


Mempunyai tugas melakukan urusan penyitaan, pengusutan dan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bandung I.

Dalam aspek kegiatan ini, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bandung I mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.

2. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung hutang.

3. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang.

4. Pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara.

5. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang.

6. Penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minuta risalah lelang, serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah lelang.

7. Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang.

8. Pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta Pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).

9. Inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan. 

10. Pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, dan penyajian informasi piutang negara dan lelang.

11. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.

12. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

13. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

KP2LN Bandung I melaksanakan operasional dibidang pengurusan piutang dan lelang Negara yang berasal dari kewenangan PUPN cabang Jawa Barat keanggotaan PUPN Jabar (yang terkait dengan KP2LN Bandung I) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

	Jabatan
	Mewakili unsur
	Dijabat oleh

	Ketua
	Departemen Keuangan 
	Kepala Kanwil IV DJPLN

	Anggota
	Departemen Keuangan 
	Kepala KP2LN Bandung I

	 
	Bank Indonesia
	Pimpinan BI cabang Jabar

	 
	Kejaksaan 
	JAMDATUN Kejati Jabar

	 
	Pemerintah Daerah
	Kepala Bawasda Prop. Jabar

	 
	Kepolisian
	Ka DISKUM Polda Jabar


 Adapun pelayanan lelang yang dilakukan oleh KP2LN Bandung I meliputi :

a.  Lelang Eksekusi PUPN yang di urus oleh KP2LN Bandung I

b.  Lelang Sitaan/rampasan Kejaksaan

c.  Lelang Sitaan/rampasan Kepolisian

d.  Lelang Sitaan/rampasan Bea Cukai

e.  Lelang Kayu Jati dari Perum Perhutani

f.  Balai lelang Swasta

g.  Lelang Suka Rela

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) bandung I dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan dan meningkatkan penerimaan keuangan Negara sangat tergantung pada sumber-sumber “tradisional” seperti disebutkan diatas tadi khususnya lelang Eksekusi PUPN.


Fakta bahwa masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai manfaat lelang dan faktor perubahan peraturan pelaksanaan yang baru di laksanakan pada awal tahun 2003 dan pembatasan “sumber lelang” oleh Keputusan Menteri Keuangan No.455/2002, mengakibatkan pelayanan lelang oleh KP2LN Bandung I belum optimal, khususnya lelang Eksekusi PUPN.
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